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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Surat Permohonan Penggalian Data kepada Ketua Pimpinan Yayasan 

Lembaga Fajar Trilaksana - Bpk. Andi Fajar Yulianto, S.H., CTL 
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Menurut bapak bagaimana kekuatan hukum atas bukti-bukti elektronik di 

Indonesia ? 

Kekuatan Hukum alat bukti elektronik di Indonesia: 

Bahwa dalam hal Alat bukti disampaikan untuk kepentingan perkara, baik 

perdata maupun Pidana, kita melihat pada ketentuan hukum di Indonesia, alat bukti 

sebagaimana diisyaratkan ketentuan pada pasal 164HIR/ pasal 284 RBG 

menyatakan bahwa alat bukti terbatas   pada   ―surat-surat,   Saksi-saksi,   Pengakuan,   

sumpah,   dan   persangkaan   hakim‖ sedangkan untuk pembuktian poidana 

berdasarkan pasal 184 KUHAP menyebutikan alat butki  berupa  ―keterangan  

saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan  keterangan  terdakwa‖ Sehingga bukti 

elektronik secara mendasar belum terakomodir didalam Hukum acara baik perkara 

Perdata maupun pidana. 

Namun dengan adanya UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE yang disebut 

sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 

gambar, peta,rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik 

(electronic mail), telegram,teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, 

kode akses, simbol, atau perforasi mengisyaratkan dapat menjadi sebagai alat bukti; 

Kesimpulannya, menurut saya di Indonesia Alat bukti dalam perkara berupa 

bukti elektronik ini dapat mempunyai kekuatan hukum pembuktian ketika prin 

outnya dapat divalidasi / rekomendasi oleh profaider dan harus ada tambahan 

penguat bukti keterangan Ahli atas ke orisinalan dokumen Elektronik tersebut; 

 

Apakah ada kesuliatan dengan adanya pembuktian sistem elektronik ini? 

Kesulitannya dalam mengajukan Bukti eklektronik ini, tentu untuk 

mendapatkan validasi/ rekomendasi atau keterangan dari Profider serta 

membuktikan keorisinalan terhadap dokumen elektronik tersebut seiring dengan 

canggihnya teknologi informatika, sehingga diperlukan dukungan ahli yang lebih 

professional dan orang yang punya kompentesi ini sangat terbatas; 

 

Apa perbedaan mendasar pembuktian sistem elektronik sebelum dan sesudah 

adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016? 

Lahirnya putusan perkara nomor: 20/PUU-XIV/2016, ini sebatas nilai intersepsi 

yang kurang berimplikasi positif, walaupun pada dasarnya alat bukti yang diajukan 

dalam rangka penegak hukum dalam frame intersepsi, jadi  tetap  saja  alat  butki 

elektronik dapat berinilai dan berkekuatan hukum harus ditambah dengan validasi 

profider dan keterangan ahli yang betul betul professional; 
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Apakah masih relevan isi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan 

perkembangan saat ini ? 

Sebagaimana yang saya terangkan dalam point angka 3 diatas, sebetulnya 

belum dapat dijadikan alas dasar parameter / mengukur kekuatan Hukum pembuktian 

elektronik ini, karena laju perkembangan kecanggihan tekologi berlari kencang 

mendahului regulasi yang ada. 

 

Bagaimana pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum 

acar pidana di Indonesia? 

Sebetulnya seperti apa yang saya paparkan di atas, oleh karena belum adanya 

regulasi / aturan yang tegas tentang kedudukan, kekuatan dan nilai kualitas 

pembuktian terhadap Bukti elektronik, makanya tetap saja baik lahirnya UU no. 11 

tahun 2008 tentang ITE, maupum adanya putusan MK perkara nomor: 20/PUU-

XIV/2016, ini belum berimplikasi positif terhadap tata cara penilaian kualitas alat 

bukti elektronik ini; 

 

Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik pada hukum acara pidana setelah 

di berlakukannya UU ITE SERTA ADANYA PUTUSAN Mahkamah 

Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016? 

Sehingga kesimpulan saya bukti elektronik apapun yang diajukan di depan 

persidangan baik itu perkara Perdata maupun pidana dapat bernilai berkekuatan 

hukum pembuktian secara hukum positif dapat dipengaruhi / tergantung dan/atau 

ketika: 

 Adanya fisik hasil Print out data elektronik, gambar, peta, rancangan, foto 

elektronik, electronik data interchange (EDI), surat elektronik teleck, telecopy, 

simbul. Kode, akses / perforasi dan sejenisnya; 

 Adanya Validasi/ rekomendasi dari profider; 

 Adanya keterangan Ahli professional tersumpah; 

 Keyakinan dan/atau persangkaan Hakim yang bernilai akuntabel; 
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Lampiran 2. Dokumentasi Penggalian Data bersama Ketua Pimpinan Yayasan Lembaga 

Fajar Trilaksana - Andi Fajar Yulianto, S.H., CTL tanggal 23 Desember 

2022 

 

 

 


